MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSITUSI

PUTUSAN
NOMOR: 01/MKMK/L/03/2024
NOMOR: 02/MKMK/L/03/2024
NOMOR: 05/MKMK/L/03/2024

DEMI KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT,
SERTA PERILAKU HAKIM KONSTITUSI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(MAJELIS KEHORMATAN),

Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi 2024, tanggal 2 Januari 2024, telah memeriksa, mengadili,
dan memutus laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim

Konstitusi dengan uraian sebagai berikut:

1. IDENTITAS PELAPOR

[1.1] Perorangan Warga Negara Indonesia:

Nama . Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, S.H.
Pekerjaan :  Advokat
Alamat . JI. Aries Asri VI E 16/3 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta

[1.2] Perorangan Warga Negara Indonesia:

Nama . Alvon Pratama Sitorus
Pekerjaan . Mahasiswa
Alamat . Griya Bukit Jaya Blok T.14/14. RT 010/024, Gunung Putri
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Nama : Junaldi Malau

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat . Telaga Pesona Blok N4, No.1, RT 011/017, Telagamurni,
Cikarang Barat

Dalam hal ini, para Pelapor menunjuk Kuasa Hukum Deddy Rizaldy Arwin
Gommo, S.H., dan Eliadi Hulu, S.H., M.H., yang memilih domisili hukum di Jalan
Mampang Prapatan Xl No. 19E, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat
Kuasa Khusus bertanggal 16 November 2023;

[1.3] Perorangan Warga Negara Indonesia:

Nama . Harjo Winoto
Pekerjaan :  Advokat
Alamat . Revenue Tower 19" Floor, Sudirman Central Business

District (SCBD), District 8, Jakarta, Indonesia

Selanjutnya disebut ... Para Pelapor.

Mengajukan Laporan terhadap:

2. IDENTITAS TERLAPOR

Nama . Anwar Usman
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 31 Desember 1956
Jabatan : Hakim Konstitusi
Alamat . Gedung Mahkamah Konstitusi
JI. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Selanjutnya disebut ... Hakim Terlapor

Majelis Kehormatan telah:

Membaca Laporan para Pelapor;
Mendengar Keterangan para Pelapor;

Memeriksa bukti-bukti para Pelapor dan Hakim Terlapor;
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Mendengarkan Keterangan/Pembelaan Hakim Terlapor.

3. DUDUK PERKARA

[3.1] Bahwa Pelapor Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak telah mengajukan

laporan bertanggal 25 Januari 2024, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi
Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (BRLTP) dengan Akta Registrasi
Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor
01/MKMK/L/ARLTP/03/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagai advokat yang fokus, masih, dan akan terus berperkara di Mahkamah
Konstitusi, Pelapor senantiasa membutuhkan penegakkan terhadap Mahkamah
Konstitusi yang berwibawa dan berintegritas. Sebab untuk apa Pelapor lelah-
lelah berperkara di MK apabila ternyata MKnya tidak berintegritas? Dan siapa
yang akan menuruti putusan MK apabila wibawa MK dirusak oleh hakimnya

sendiri? Demikianlah Legal Standing Pelapor.

Dugaan Pelanggaran Etik Pertama, Sehari setelah Putusan MKMK, pada hari
Rabu tanggal 8 November 2023, Hakim Konstitusi Anwar Usman mengadakan

konferensi Pers yang pada pokoknya menyampaikan:

"...Saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh
karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang
sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir..."

"...Meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri
saya melalui pembentukan MKMK, saya tetap memenuhi kewajiban saya
sebagai Ketua MK, untuk membentuk Majelis Kehormatan MK, sebagai bentuk
tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya, selaku Ketua
MK..."

"...Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai
dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif, tentu
menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis
Kehormatan, yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat Hakim
Konstitusi, baik secara individual, maupun secara institusional..."
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"...Begitu pula halnya, tentang Putusan Majelis Kehormatan MK, meski dengan
dalih melakukan terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra MK di
mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma, terhadap
ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua MK saat itu, saya tetap tidak
berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses, atau jalannya

persidangan Majelis Kehormatan MK yang tengah berlangsung...”

"...Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya
untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam
berbagai putusan MK dan putusan MK terakhir maupun tentang rencana
pembentukan MKMK telah saya dengan sebelum MK terbentuk..."

"...Saya ulangi telah saya dengar jauh sebelum MKMK terbentuk...”

“..Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor
90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak

berdasarkan atas hukum..."

Dari Konferensi Pers tersebut, saya berpandangan bahwa Anwar Usman tidak
bisa menerima Putusan MKMK, dan menganggap pelanggaran yang
dilakukannya sebagai sebuah bentuk fitnah terhadap dirinya. Bahkan,
Pembentukan MKMK dianggapnya sebagai sebuah upaya menjatuhkan dirinya.
Padahal, MKMK dibentuk merupakan amanat Undang-Undang untuk
menegakkan etika Hakim Konstitusi. Oleh karenanya, saya menduga ada
pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman karena merendahkan martabat
MKMK, tidak bisa menerima hasil putusan MKMK, dan merendahkan putusan
MKMK itu sendiri. Karenanya, pernyataan Anwar Usman dalam konferensi pers
tersebut merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi yang akan
mengakibatkan kepercayaan publik semakin menurun terhadap Mahkamah
Konstitusi. Sehingga menurut Pelapor, Hakim Terlapor, diduga melanggar Sapta
Karsa Hutama, prinsip Kepantasan dan Kesopanan Butir Penerapan Pertama
yang menyatakan,”Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang
tidak pantas dalam segala kegiatan,” dan butir penerapan Kedua yang
menyatakan, “sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian
masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi
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yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati
serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah.”

Namun lebih dari itu, Pelapor berpandangan bahwa pelanggaran etik ini
seharusnya bisa dikatakan kumulatif, karena masih berkaitan dengan tidak
menghormati, menyangkal, dan merendahkan Putusan MKMK sebelumnya
(2/IMKMK/L/11/2023) yang menjatuhkan pelanggaran kode etik berat. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak ada kesadaran dari Hakim Terlapor akan pelanggaran
etik berat yang dilakukannya. Sehingga, tidak ada halangan ataupun hambatan

bagi MKMK untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap laporan ini.

Dugaan Pelanggaran Etik Kedua, ketika Anwar Usman menggugat Ketua
Mahkamah Konstitusi yang baru, sesama Hakim Konsttusi, rekannya sendiri, ke
PTUN. Sekalipun mengajukan gugatan adalah hak warga negara, namun hal ini
tidak patut dilakukan oleh hakim. Mungkin dalam sejarahnya, hanya ini hakim
menggugat sesama hakim. Selain menunjukkan betapa tidak percayanya hakim
Terlapor terhadap putusan MKMK, gugatan Anwar Usman menunjukkan betapa
tidak solidnya internal MK di tengah-tengah keadaan di mana nama MK sedang
menjadi keraguan masyarakat. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan secara etik.
Sekalipun mengajukan gugatan adalah hak warga negara, dalam kasus Anwar
harus diperhatkan berbeda karena posisinya sebagai Hakim Konsttusi yang
membuat Peraturan tentang MKMK. Sebagai seorang pejabat negara, terutama
Hakim Konsttusi, gugatan Anwar tdak menunjukkan sikap negarawa kkarena
berkelahi dengan rekannya sesama Hakim Konsttusi yang seharusnya
menunjukkan sikap negarawan. Karenanya, tndakannya mencederai citra

Mahkamah Konsttusi.

Dugaan Pelanggaran Etik Ketiga, dengan mengajukan gugatan ke PTUN, Anwar
Usman telah menaruh posisi MKMK di bawah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Substansi gugatan Anwar Usman di PTUN adalah karena Anwar Usman tidak
dapat menerima putusan MKMK, dan mempermasalahkan Putusan MKMK di
PTUN. Padahal, Anwar Usman adalah hakim konstitusi yang juga meneken
peraturan MK tentang MKMK, dan dengan tegas PMK mengatur mekanisme
banding. Namun, Anwar Usman justru berusaha mengakali banding ini dengan
membawanya ke PTUN. Artinya, Anwar telah mengelabui hukum yang ia setujui
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sendiri, yakni PMK tentang MKMK. Sekalipun mengajukan gugatan adalah hak
warga negara, dalam kasus Anwar harus diperhatikan berbeda karena posisinya
sebagai Hakim Konsttusi yang membuat Peraturan tentang MKMK. Sebagai
seorang pejabat negara, terutama Hakim Konstitusi, gugatan Anwar tidak

menunjukkan sikap negarawan yang mencederai citra Mahkamah Konstitusi.

[3.2] Untuk mendukung laporannya, Pelapor Zico Leonardo Djagardo

Simanjuntak telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

Bukti P-1  Salinan Berita yang menunjukkan bagaimana respon masyarakat

terhadap tindakan Anwar Usman yang merendahkan martabat MK
dan tidak mematuhi putusan MKMK.
Meskipun mengajukan gugatan merupakan hak semua warga
negara namun sebagai Hakim tindakan Anwar Usman yang
menggugat rekannya sendiri menunjukkan betapa tidak legowonya
dan tidak rela akan putusan MKMK sehingga membuat persepsi
yang buruk di masyarakat yang mana merendahkan derajat dan
martabat MK.

[3.3] Bahwa Pelapor Alvon Pratama Sitorus dan Junaldi Malau telah

mengajukan laporan bertanggal 25 Januari 2024, yang telah dicatat dalam Buku
Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran Elektronik (BRLTP) dengan Akta
Registrasi Laporan atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor
02/MKMK/L/ARLTP/03/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
A. Kewenangan Majelis Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi
1. Bawah Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun
2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (“PMK MKMK”)
memberikan kewenangan kepada MKMK untuk memeriksa dan memutus
dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
2. Bahwa Pasal 10 PMK MKMK telah mengatur jenis-jenis pelanggaran yang
dapat diperiksa dan diputus oleh MKMK, salah satunya adalah

pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
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3. Bawah dalam Laporan ini, Para Pelapor mempersoalkan adanya dugaan
pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Terlapor sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang
Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yaitu
Prinsip Integritas, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Kearifan
dan Kebijaksanaan.

4. Bahwa adapun pelanggaran tersebut tercermin dari tanggapan atau
keterangan Pers yang disampaikan Hakim Terlapor di hadapan awak
media pada hari Rabu tanggal 8 bulan November Tahun 2023
(“08/11/2023”) atas Putusan MKMK yang telah menyatakan Hakim
Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan
Perilaku Hakim Konstitusi.

5. Bahwa laporan ini disampaikan dalam tenggat waktu penugasan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Adhoc) yang dilantik pada tanggal 23
Oktober 2023 yang penugasannya hingga 24 November 2023. Oleh
karenanya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berwenang dan
berkewajiban memeriksa dan memutus laporan a quo.

6. Bahwa berdasarkan pokok laporan di atas, substansi laporan Para
Pelapor sejalan dengan kewenangan MKMK yang menjalankan
kewenangan penegakan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode
Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Atas dasar tersebut, MKMK
berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menegakkan kode etik dan

perilaku Hakim Konstitusi pada laporan ini.
B. Kepentingan Hukum Para Pelapor

1. Bahwa Para Pelapor merupakan warga negara Indonesia dan juga
merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu Universitas
Swasta yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai Mahasiswa Hukum,
Para Pelapor memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal isu-isu
hukum serta mengambil upaya konstitusioan apabila Para Pelapor
menemukan pelanggaran-pelanggaran yang menurut keilmuan Para

Pelapor bertentangan dengan asas dan prinsip hukum yang harus
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ditaati, dalam hal ini ketaaan hakim konstitusi atas Kode Etik dan
Perilaku Hakim Konstitusi.

. Bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh Para Pelapor merupakan
kerangka dalam bingkai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi,
yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta
Pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya merupakan kewajiban bagi
insan yang menyandang status sebagai mahasiswa maupun sebagai
pengajar atau dosen.

. Bahwa Pengabdian kepada masyarakat dapat pula dimaknai sebagai
pengabdian kepada bangsa dan negara dalam lingkup yang lebih luas,
artinya kewajiban akan Pengabdian kepada masyarakat yang
terkandung dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dilakukan melalui
kegiatan atau advokasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat
maupun melalui upaya-upaya dalam rangka mengawal lembaga negara
maupun pejabat atau penyelenggara negara agar melaksanakan tugas
dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
prinsip-prinsip negara hukum, lebih khusus dalam laporan ini agar hakim
konstitusi taat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Ditambah pula dengan latar belakang keilmuan yang sedang diemban
oleh PARA PELAPOR yaitu llmu Hukum yang mengajarkan bahwa insan
penegak hukum apalagi hakim harus taat pada prinsip-prinsip yang telah
digariskan kepadanya agar marwah dan kehormatannya tetap terjaga
sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan tetap
terjaga.

. Bahwa sebagai insan pembelajar di bidang ilmu hukum, Para Pelapor
merasa tidak elok menyaksikan tuturan kata dan kalimat yang
disampaikan oleh Hakim Terlapor yang seolah-oleh menuding adanya
politisasi, skenario dan fithah keji yang dialamatkan kepadanya, padahal
dalam Putusan MKMK telah terbukti jika Hakim Terlapor telah melanggar
Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam
Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas,

Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip
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Kepantasan dan Kesopanan. Dari pernyataan Hakim Terlapor tersebut
dapat disimpulkan bahwa MKM merupakan bagian dari alat skenario,
alat politisasi, bahkan sebagai alat yang digunakan untuk mengfitnah
Hakim Terlapor secara keji. Singkatnya, sebagai seorang hakim
konstitusi, Hakim Terlapor menujukan sikap yang bermuara pada
pelanggaran Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sebagaimana diatur
dalam Prinsip Keempat Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

5. Bahwa oleh karena dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh
seorang hakim konstitusi yang memiliki wibawa serta menyadang status
sebagai negarawan, semestinya menujukan sikap hormat terhadap
putusan MKMK dan bukan malah sebaliknya sebagaimana pernyataan
yang dilontarkan oleh Hakim Terlapor. Oleh karena itu penting bagi Para
Pelapor untuk mengambil langkah dalam menegakkan Kode Etik dan
Perilaku Hakim Konstitusi agar marwah dan kehormatan hakim
konstitusi secara personal tetap terjaga dan secara kelembagaan
kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap dijunjung tinggi. Singkatnya,
Para Pelapor memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan Laporan
a quo sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan lebih
khusus sebagai seorang mahasiswa hukum memiliki tanggungjawab
moral untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa sesuai dengan

keilmuan yang diemban.
C. Uraian Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi

1. Bahwa laporan ini ditujukan terhadap Hakim Terlapor atas dugaan
pelanggaran Prinsip Integritas, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan,
Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan__sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang
Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang
secara lengkap menyatakan:

a. Ketiga, Prinsip Integritas, in casu Penerapan angka 1 (satu) dan 2
(dua)

“Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan

keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi

dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.
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Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam
menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk
menepis dan menolak segala bujuk-rayu, godaan jabatan, kekayaan,
popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Sedangkan
keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan
jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara
kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan
intelektual dalam pelaksanaan tugasnya’.

Penerapan angka 1 dan 2

1) Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut
pandang pengamatan yang layak.

2) Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah.
Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak
dilaksanakan.

. Keempat, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, in casu Penerapan
angka 1 (satu) dan 2 (dua)
‘Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi
dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap
hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat
negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan
rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin
dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan
kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat,
waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan
kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan
orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan
atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam
bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau
pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam
persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara”.

Penerapan angka 1 dan 2

1) Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak
pantas dalam segala kegiatan.

2) Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian
masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-
pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan
harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkahlaku sejalan
dengan martabat Mahkamabh.

. Ketujuh, Prinsip Kearifan dan Kebijaksanaan, in casu, Penerapan
angka 5 (lima)

“Kearifan dan kebijaksanaan menuntut hakim konstitusi untuk
bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma
lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi
dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari
tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas”.

10


www.mkri.id

Penerapan angka 5

5) Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat
(dignity)

2. Bahwa dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi sebagaimana diuraikan pada angka 1 (satu) di atas tercermin
dari tanggapan atau keterangan pers yang disampaikan Hakim Terlapor
pada 08/11/2023, yang dapat diakses melalui media-media nasional.
Untuk menerangkan keberadaan tanggapan atau keterangan Pers
Hakim Terlapor atas Putusan MKMK serta untuk menghindari adanya
prasangka-prasangka atau yang menduga Para Pelapor mengedit
dan/atau memplintir dan/atau mengubah baik sebagaian maupun
seluruhnya terhadap video maupun isi dari tanggapan atau keterangan
pers Hakim Terlapor, maka dengan ini Para Pelapor menggunakan Akun
Youtube resmi Metro TV yang telah menayangkan secara penuh (full)
tanggapan atau keterangan Pers Hakim Terlapor dengan judul “[FULL]
RESPON ANWAR USMAN USAI DICOPOT DARI KETUA MK” yang

dapat diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=ru6aunzOkls

3. Bahwa Para Pelapor telah mengutip substansi dari tanggapan atau
keterangan pers Hakim Terlapor disertai dengan waktu (menit) yang
menujukan menit keberapa Hakim Terlapor menyampaikan tanggapan
atau keterangan tersebut. Pengutipan serta adanya keterangan waktu
bertujuan untuk menghindari dugaan-dugaan yang kemungkinan dapat
diarahkan kepada Para Pelapor terkait dengan adanya tindakan
mengedit dan/atau memplintir dan/atau mengubah baik sebagaian
maupun seluruhnya terhadap video maupun isi dari tanggapan atau
keterangan pers Hakim Terlapor. Adapun tanggapan atau keterangan
pers dimaksud adalah sebagai berikut:

...” [Menit 1:19 - 1:52] Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia

yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir, terkait dengan

putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal

yang harus saya sampaikan, untuk meluruskan berbagai fakta, sebagai

berikut:

1) [Menit 1:53 - 2:35] Sesungguhnya, saya mengetahui dan telah
mendapatkan kabar, bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan
menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai Putusan MK dan
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Putusan MK terakhir, maupun tentang rencana Pembentukan Majelis
Kehormatan MK, telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi
MK terbentuk. Jadi, saya ulangi telah saya dengar jauh sebelum
majelis kehormatan MK terbentuk;

2) [Menit 2:36 — 3:03] Namun, meski saya sudah mendengar ada
skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya
tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah
seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir.

3) [Menit 3:05 — 3:30] Saya berkeyakinan bahwa, tidak ada ada selembar
daunpun yang jatuh di muka bumi, tanpa kehendak-Nya, dan sebaik-
baik skenario manusia tentu, jauh lebih baik skenario Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa.

4) [Menit 3:33 — 4:26] Sejak awal saya sudah mengatakan, bahwa
jabatan itu adalah milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,
tidak sedikitpun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya, bahwa
dibalik semua ini, InsyaAllah ada hikmah besar yang akan menjadi
karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat, dan handai
taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi, dan nusa dan bangsa.

5) [Menit 4:27 — 4:45] Namun demikian, wajib bagi saya, untuk
meluruskan beberapa hal, agar publik memahami, tentang apa
sesungguhnya yang terjadi.

6) [Menit 4:47 — 5:25] Yang pertama, meski saya mengetahui tentang
rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui
Pembentukan MKMK, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai
Ketua MK, untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi, sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang
diembankan kepada saya, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi.

7) [Menit 5:26 — 6:14] Yang kedua, saya menyayangkan proses
peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan
Mahkamah Konstitusi, dilakukan secara terbuka. Hal itu secara
normatif, tentu menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan tujuan
dibentuknya Majelis Kehormatan, yang ditujukan untuk menjaga
keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi, baik secara individual,
maupun secara institusional.

8) [Menit 6:15 — 7:03] Begitu pula halnya, tentang Putusan Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi, meski dengan dalih melakukan
terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah
Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran
norma, terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua MK
saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi
terhadap proses, atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan etik
yang tengah berlangsung.

9) [Menit 7:05 — 8:17] Yang merupakan Ketiga, penting untuk diketahui
dan dipahami oleh seluruh Masyarakat Indonesia, bahwa saya,
adalah Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung, yang
telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 (empat
puluh) tahun, saya menjalani profesi Hakim, baik sebagai Hakim karir
di bawah Mahkamah Agung maupun Hakim di Mahkamah Konstitusi,
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sejak tahun 2011, dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan
yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan Komisi Yudisial
atau Badan Pengawas Mahkamah Agung, juga tidak pernah
melanggar etik sebagai Hakim Konstitusi sejak diberi amanah pada
tahun 2011.

10) [Menit 8:17 — 10:00] Yang merupakan bagian keempat, saya
menyadari dengan sepenuh hati, ketika menangani perkara
Pengujian Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait dengan batas
usia Capres dan Cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa
politiknya. Namun, sebagai Hakim Konstitusi, yang berasal dari Hakim
Karir, saya tetap patuh terhadap asas-asas dan ketentuan hukum
yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi Hakim dan Hakim
Konstitusi, saya mengatakan, bahwa, jika seorang Hakim memutus
tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya, dia
sedang menghukum dirinya sendiri, dan pengadilan tertinggi
sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya
tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun, dan oleh
siapapun dalam memutus sebuah perkara, sesuai dengan keyakinan
saya sebagai Hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada
Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Kuasa.

11) [Menit 10:01 — 11:29] Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait
penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI1/2023, adalah fitnah yang
amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta.
Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan
kehormatan saya, diujung masa pengabdian saya sebagai Hakim,
demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula perkara PUU
hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret dan pengambilan
putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim
konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula dalam
alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan,
siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak, sebagai Presiden
dan Wakil Presiden yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhul
Mahfudz

12) [Menit 11:32 — 17:25] Dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-
XX1/12023, sebagai Hakim karir, saya, tetap mematuhi asas dan norma
yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan
isu konflik kepentingan, [ini tolong dicatat conflict of interest supaya
tidak terjadi salah persepsi. Rekan-rekan wartawan maupun seluruh
rakyat Indonesia. Saya ulangi] Dalam penanganan perkara Nomor
90/PUU-XXI/2023, sebagai Hakim karir, saya, tetap mematuhi asas
dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait
dengan isu konflik kepentingan (conflict of interest), sejak era
Kepemimpinan Profesor. Jimly Asshiddigie, dalam Putusan Nomor
004/PUU-1/2003, kemudian Putusan 066/PUU-11/2004, kemudian
Putusan Nomor 5/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pengawasan
Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi, [jadi sejak zaman Prof.
Jimly mulai tahun 2003 udah ada pengertian dan penjelasan mengeai
conflict of interest]. Saya sambung, Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011,
kemudian Putusan Nomor 49/PUU-1X/2011 di era Kepemimpinan

13



www.mkri.id

Profesor. Dr. Mahfud MD., kemudian Putusan Nomor 97/PUU-
X1/2013, kemudian Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 vyang
membatalkan Perppu Mahkamah Konstitusi di era Kepemimpinan
Bapak Hamdan Zoelva, lalu Putusan Perkara 53/PUU-XIV/2016,
kemudian Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 di era Kepemimpinan
Profesor. Dr. Arief Hidayat. Selanjutnya Putusan Perkara Nomor
96/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, [maksudnya Putusan 96
tahun 2020 itu] terhadap pengujian Pasal 87A karena norma tersebut
menyangkut jabatan Ketua dan Wakil Ketua, dan ketika itu saya
adalah Ketua MK dan wakilnya adalah Profesor, Dr. Aswanto,
meskipun menyangkut diri saya, saya tidak mempertahankan jabatan
saya, namun saya tetap melakukan dissenting opinion, termasuk
kepentingan langsung Prof. Dr. Saldi Isra dalam Pasal 87b terkait usia
yang belum memenuhi syarat. [jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan
bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan, ternyata
mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimly Asshiddigie
sudah ada dan itu ada beberapa putusan. Baik saya sambung]

13) [Menit 17:26 — 20:10] Dengan berbagai yurisprudensi di atas, yang
pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian Undang-Undang
di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat
umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi, atau
individual yang bersifat privat. Maka, berdasarkan yurisprudensi di
atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah: apakah
sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi, saya
harus mengingkari putusan-putusan terdahulu, [saya ulangi biar jelas,
apakah sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi,
saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu] karena
disebabkan adanya tekanan publik, atau pihak tertentu atas
kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan
perkara 96/PUU-XVIII/2020, demi menyelamatkan diri sendiri?
Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka
sama halnya, saya menghukum diri sendiri, karena tidak sesuai
dengan keyakinan saya sebagai Hakim dalam memutus perkara.
Bahkan, secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar
menyelamatkan diri sendiri, dengan tidak ikut memutus perkara
tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi, untuk
memutus perkara tersebut, ditujukan untuk meloloskan pasangan
calon tertentu, toh, juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk
mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan
menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang
menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum.

14) [Menit 20:11 — 21:11] Telah berulangkali saya sampaikan di hadapan
publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah, dan
para sahabat, tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang
Hakim. Namun, fitnah yang keji justru datang kepada saya, bahwa
saya dianggap menggunakan dalil agama, untuk kepentingan
tertentu, Naudzubillahmindzalik. Padahal, hal tersebut saya lakukan,
karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim, dan
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berlatar belakang saya, yang merupakan alumni Pendidikan Guru
Agama.

15) [Menit 21:12 — 22:46] Saya tidak pernah berkecil hati sedikitpun,

terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini, bahkan
ada yang tega menyatakan MK sebagai Mahkamah Keluarga, Masya
Allah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah S.W.T. Namun fitnah keji
yang menerpa saya, bahwa saya memutus perkara tertentu
berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus
diluruskan. Seorang negarawan, harus berani mengambil keputusan
demi generasi yang akan datang, [jadi sebuah keputusan Mahkamah
Konstitusi bukan hanya berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk
generasi yang akan datang]. Berbeda halnya dengan politisi [ya
mohon maaf] yang mengambil keputusan berdasarkan kepentaingan
pemilu, yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak
berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya.

16) [Menit 22:47 — 23:58] Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai

Hakim karir selama hampir 40 (empat puluh) tahun, dilumatkan oleh
sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah
berkecil hati dan pantang mundur, dalam menegakkan hukum dan
keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin, bahwa sebaik-baik
skenario manusia siapapun, untuk membunuh karakter saya, karir
saya, harkat dan derajat serta martabat saya dan keluarga besar
saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah, dibandingkan skenario
atau rencana Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa.

17) [Menit 23:59 — 23:58] Saya hanya berpasrah diri kepada Allah SWT.,

atas fitnah keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta
diiringi selalu doa, dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan
negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang
menyudutkan diri saya dan keluarga saya atau yang mendzolimi saya
diampuni Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Kuasa.

4. Bahwa uraian dugaan adanya pelanggaran terhadap Kode Etik dan

Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dalam

tanggapan atau keterangan Pers sebagai respon terhadap putusan

MKMK yang telah disampaikan di atas tampak pada tanggapan atau

keterangan dalam rentang menit-menit berikut:

a.

Tanggapan atau keterangan Hakim Terlapor pada Menit 1:53 - 2:35
yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada upaya untuk melakukan
politisasi terhadap dirinya dan menjadikannya sebagai objek di dalam
berbagai Putusan MK dan Putusan MK terakhir.

. Tanggapan atau keterangan Hakim Terlapor pada Menit 2:36 — 3:03

yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada skenario yang berupaya
untuk membunuh karakter.
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c. Tanggapan atau keterangan Hakim Terlapor pada Menit 4:47 — 5:25
yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada skenario terhadap diri
HAKIM TERLAPOR melalui Pembentukan MKMK.

d. Tanggapan atau keterangan Hakim Terlapor pada Menit 10:01 —
11:29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Fitnah yang
dialamatkan Hakim Terlapor, terkait penanganan perkara Nomor
90/PUU-XXI1/2023, adalah fithah yang amat keji, dan sama sekali tidak
berdasarkan atas hukum dan fakta.

e. Tanggapan atau keterangan Hakim Terlapor pada Menit 20:11 —
21:11 kembali menegaskan tentang fitnah keji yang dialamatkan
kepada Hakim Terlapor

f. Tanggapan atau keterangan Hakim Terlapor pada Menit 21:12 —
22:46 kembali menegaskan tentang fithah keji yang dialamatkan
kepada Hakim Terlapor. Pada menit ini subjek andresat fithah keji
tersebut juga menurut Hakim Terlapor juga ditunjukan kepada
keluarganya

g. Tanggapan atau keterangan Hakim Terlapor pada Menit 22:47 —
23:58 kembali menegaskan tentang fitnah yang dialamatkan kepada
Hakim Terlapor, namun dengan tambahan fitnah yang bersifat amat
keji dan kejam. Pada menit ini, Hakim Terlapor juga menuding adanya
skenario yang bertujuan membunuh karakter, karir, harkat dan derajat
serta martabat Hakim Terlapor dan keluarganya.

5. Bahwa dari tanggapan atau keterangan pers di atas dan dihubungkan
dengan konteks atau tujuan Hakim Terlapor menyampaikan tanggapan
atau keterangan pers yakni dalam rangka menyikapi terkait dengan
putusan MKMK, maka tampak hal-hal sebagai berikut:

a Hakim Terlapor menuding adanya politisasi terhadap dirinya melalui
pembentukan MKMK

b Apabila dihubungkan antara tanggapan atau keterangan pada menit
menit 2:36 — 3:03 dan menit 4:47 — 5:25 serta, maka tampak seolah-
olah HAKIM TERLAPOR menuding adanya skenario yang membunuh
karakternya melalui pembentukan MKMK. Tujuan skenario tersebut

tampak pada menit 22:47 — 23:58, yakni bertujuan membunuh
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karakter, karir, harkat dan derajat serta martabat Hakim Terlapor dan
keluarganya
¢ Hakim Terlapor menuding adanya fitnah yang amat keji dan kejam
yang ditunjukan kepada dirinya
d Hakim Terlapor juga menuding jika fithah yang amat keji dan kejam
tersebut juga ditunjukan kepada keluarganya
. Bahwa oleh karena seluruh tanggapan atau keterangan pers tersebut
disampaikan dalam konteks atau tujuan untuk menyikapi terkait dengan
putusan MKMK, maka secara tidak langsung Hakim Terlapor menuding
MKMK merupakan bagian dari politisasi, fithah yang amat keji dan kejam
serta skenario untuk membunuh karakter, karir, harkat dan derajat serta
martabat Hakim Terlapor dan bahkan keluarganya,;
. Bahwa perlu diketahui Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dalam
amar putusanya telah menyatakan jika Hakim Terlapor terbukti
melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim
Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, yakni
Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan
Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan
Kesopanan. Bahkan Hakim Terlapor diberhentikan dari jabatan Ketua
Mahkamah Konstitusi. Secara lengkap berikut bunyi amar putusan a
quo:
MEMUTUSKAN,
Menyatakan:

1. Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode
Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam
Sapta Karsa Hutama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas,
Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan
Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;

2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah
Konstitusi kepada Hakim Terlapor;

3. Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu
2x24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin
penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

4. Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan
sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan Hakim
Terlapor sebagai Hakim Konstitusi berakhir;
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5. Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri
dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara
perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan
Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan.

8. Bahwa berdasarkan Putusan MKMK tersebut di atas, Hakim Terlapor
terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi, namun dari tanggapan maupun keterangan pers yang
disampaikan, tampak bahwa Hakim Terlapor tidak menerima putusan
tersebut sehingga menyampaikan tudingan-tudingan yang tidak
berdasar. Pertanyaannya, pantaskah seorang hakim konstitusi
menyampaikan bahwa dirinya dipolitisasi, korban skenario, difithah
secara keji dan kejam bahkan keluarganya, padahal berdasarkan
Putusan MKMK telah nyata jika Hakim Terlapor terbukti melakukan
pelanggaran berat sehingga dicopot dari jabatan ketua MK. Oleh karena
itu dugaan-dugaan yang dialamatkan kepada Hakim Terlapor bukan lagi
bersifat fitnah, politisasi, atau skenario, melainkan fakta hukum yang
telah melewati proses pemeriksaan yang ketat sehingga sampai pada
kesimpulan sebagaimana bunyi dalam amar Putusan MKMK.

9. Bahwa pernyataan Hakim Terlapor yang menuding adanya politisasi,
skenario, fitnah yang amat keji dan kejam sangat tidak pantas
disampaikan oleh seorang Hakim Konstitusi yang menyandang gelar
sebagai negarawan, apalagi dalam tudingan-tudingan tersebut Hakim
Terlapor membawa-bawa keluarganya, padahal Putusan MKMK hanya
memutus persoalan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.
Sehingga patut dianggap tanggapan dan keterangan pers tersebut
meluas dan tidak sesuai pada waktu dan tempatnya.

10.Bahwa tudingan atau tuduhan-tuduhan tersebut juga dapat dianggap
sebagai bentuk dari sikap Hakim Terlapor yang tidak menghargai dan
menghormati Putusan MKMK, padahal Hakim Terlapor merupakan
seorang hakim yang tentunya mengetahui jika setiap putusan harus
dihormati;

11.Hakim konstitusi merupakan jabatan yang diam dan penuh dengan sel-

restraint atau penahanan diri, sehingga tidak sepatutnya Hakim Terlapor
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memberikan tanggapan atau keterangan yang sifatnya tudingan dan
belum terbukti. Namun berdasarkan fakta yang ada Hakim Terlapor jutru
melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana salah
satu tuntutannya adalah meminta agar jabatannya sebagai ketua
Mahkamah Konstitusi dipulihkan. Hal ini tentunya bagian dari sikap tidak
bisa menahan diri dan tentunya sangat tidak bijaksana.

12.Bahwa tanggapan atau keterangan pers Hakim Terlapor yang
menyatakan bahwa pembentukan MKMK merupakan skenario yang
bertujuan membunuh karakter, karir, harkat dan derajat serta martabat
Hakim Terlapor dan keluarganya merupakan tuduhan yang amat serius
karena dilontarkan oleh seorang hakim konstitusi yang masih menjabat.
Tuduhan ini juga berimplikasi atau dapat dimaknai putusan MKMK
merupakan hasil dari skenario atau politisasi.

13.Bahwa tudingan atau tuduhan tersebut sama saja merendahkan harkat
dan martabat MKMK secara kelembagaan dan tentunya secara personal
dari masing-masing Majelis Mahkamah Kehormatan. Ungkapan-
ungkapan tersebut juga secara tidak langsung merendahkan harkat dan
martabat serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan.

14.Bahwa Hakim Terlapor memiliki tanggungjawab secara moral dan etik
sebagai seorang penegak hukum untuk membuktikan tudingan atau
tuduhan-tuduhan tersebut supaya segala hal-hal yang tersembunyi
terungkap secara terang benderang, termasuk pihak-pihak yang
dianggap oleh Hakim Terlapor telah mempolitisasi, mengskenariokan,
dan telah memfithah dengan amat keji dan kejam dirinya serta
keluarganya harus dibuktikan secara nyata, bilamana perlu, Hakim
Terlapor dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib agar dapat
diproses secara hukum,;

15.Bahwa sepanjang Hakim Terlapor tidak dapat membuktikan tudingan
atau tuduhan tersebut, maka secara tidak langsung Hakim Terlapor patut
diduga telah menyebarkan berita bohong (hoax) serta secara tidak
langsung menuduh MKMK dan Majelis Kehormatan secara personal
sebagai bagian dari pihak yang mempolitisasi, skenario, dan fitnah
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sebagaimana dimaksud oleh Hakim Terlapor, atau setidak-tidaknya
MKMK sebagai alat dari pihak-pihak yang dimaksud tersebut.

KESIMPULAN

16.Bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan Kode Etik dan

Perilaku Hakim Konstitusi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:

a Hakim Terlapor terbukti melanggar Prinsip Integritas, in casu
Penerapan angka 1 (satu) dan 2 (dua)

Penerapan

1) Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari
sudut pandang pengamatan yang layak.

2) Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah.
Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak
dilaksanakan.

Alasan:

Tudingan atau tuduhan adanya politisasi, skenario, dan fithah yang

amat keji dan kejam terhadap diri HAKIM TERLAPOR dan

keluarganya merupakan perilaku yang tercela dari sudut pandang
pengamatan yang layak karena tudingan atau tuduhan tersebut tidak
atau belum dibuktikan kebenarannya oleh HAKIM TERLAPOR.

Tindak tanduk perilaku HAKIM TERLAPOR yang juga menyatakan

bahwa pembentukan MKMK merupakan skenario justru akan makin

menghilangkan kepercayaan publik terhadan Mahkamah Konstitusi
dan juga terhadap MKMK sendiri

b Hakim Terlapor terbukti melanggar Prinsip Kepantasan dan
Kesopanan.
Khusus pelanggaran terhadap Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

harus pula dikaitkan dengan pembukaan atau dasar lahirnya
penerapan dari prinsip ini, yang berbunyi:

‘Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi
dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap
hakim konstitusi, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat
negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan
rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan. Kepantasan tercermin
dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan
kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat,
waktu, penampilan, ucapan, atau gerak tertentu; sedangkan
kesopanan terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan
orang lain dalam pergaulan antar pribadi, baik dalam tutur kata lisan
atau tulisan; dalam bertindak, bekerja, dan bertingkah laku; dalam

20



www.mkri.id

bergaul dengan sesama hakim konstitusi, dengan karyawan, atau

pegawai Mahkamah, dengan tamu, dengan pihak-pihak dalam

persidangan, atau pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara”.

Penerapan

1) Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak
pantas dalam segala kegiatan.

2) Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian
masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-
pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan
harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkahlaku sejalan
dengan martabat Mahkamah.

Alasan

Hakim Terlapor tidak dapat menempatkan diri dengan tepat yang

tercermin dari ucapan yang merendahkan atau setidak-tidaknya tidak

menghormati putusan MKMK dan justru menuduh MKMK dibentuk
sebagai bagian dari skenario untuk membunuh karakter, karir, harkat
dan derajat serta martabat HAKIM TERLAPOR dan keluarganya.

Ucapan dan tindakan tersebut merupakan perilaku dan citra yang

tidak pantas dilakukan oleh hakim konstitusi, apalagi disampaikan

secara terbuka di hadapan media dan publik. Oleh karena itu HAKIM

TERLAPOR yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat apalagi

pada saat itu telah tidak dapat membatasi dirinya secara emosional

dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai negarawan

Hakim Terlapor terbukti melanggar Prinsip Kearifan dan
Kebijaksanaan, in casu, Penerapan angka 5 (lima)

Penerapan

5) Hakim konstitusi harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat

(dignity)
Alasan

Dengan Hakim Terlapor menyampaikan tuduhan atau tudingan yang
diduga bersifat hoax sebelum dibuktikan kebenarannya menyangkut
politisasi, skenario, maupun fitnah keji dan kejam telah
menghilangkan sikap dan kewibawaan dari hakim konstitusi dan
konstitusi secara kelembagaan. Mana mungkin seorang penegak
hukum apalagi hakim konstitusi yang menyandang status sebagai
negarawan menyampaikan tuduhan tanpa adanya bukti sama sekali.
Sikap yang sangat jauh dari martabat dan kewibawaan seorang
hakim.

Bahwa perlu Para Pelapor sampaikan, Kesimpulan ini tidak
menghilangkan atau mengurangi seluruh uraian atau dalil yang
termuat dalam angka 1 (satu) sampai 15 (lima belas).
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17.Bahwa oleh karena laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi tidak berselang lama sejak adanya Putusan MKMK
yang menyatakan Hakim Terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran
berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sehingga
dijatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi,
maka sanksi berat tersebut harus turut dipertimbangkan atau sebagai
dalil yang mendukung Petitum para Pelapor yang meminta agar Hakim
Terlapor dijatuhkan sanksi berat yakni Diberhentikan Tidak Dengan
Hormat sebagai Hakim Konstitusi.

18.Pemberhentian Hakim Terlapor sebagai Hakim Konstitusi didasari pada
perbuatan berulang setalah mendapat sanksi berat, namun Hakim
Terlapor masih tetap melakukan pelanggaran etik, bahkan tidak
mengakui kesalahan yang telah diputus oleh MKMK. Apabila
dianalogikan dalam perkara pidana, Hakim Terlapor merupakan pelaku
residivis.

19. Selain itu keparcayaan publik terhadap Hakim Terlapor juga telah sangat
tergurus. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya aduan dan gugatan yang
dialamatkan kepada Hakim Terlapor di beberapa pengadilan, termasuk
aduan yang dilayangkan ke KPK atas dasar Nepotisme. Hal ini juga akan
berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap Mahkamah
Konstitusi secara kelembagaan karena memiliki seorang Hakim yang
yang sedang banyak berhadapan dengan masalah hukum.
Pertanyaanya masih layakkah Hakim Terlapor menjabat sebagai Hakim
Konstitusi dengan berbagai permasalahan hukum yang menimpanya?

D. Petitum

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Para Pelapor

memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat

memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan

Perilaku Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H.,M.H.

2. Menyatakan Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H.,M.H terbukti melakukan

pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Integritas,
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Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, dan Prinsip Kearifan dan
Kebijaksanaan.
3. Menjatuhkan sanksi terhadap Prof. Dr. H. Anwar Usman S.H.,M.H yakni
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Hakim Konstitusi.
4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono).

[3.4] Untuk mendukung laporannya, Pelapor telah menyerahkan alat bukti

sebagai berikut:

Bukti P-1 . KTP
Bukti P-2 . KTM
Bukti P-3 :  Pemberitaan Media atas adanya indikasi Hakim Terlapor tidak

mengakui pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi yang telah
diputus oleh MKMK
Bukti P-4 . Pemberitaan Media atas Laporan dan Gugatan yang

dialamatkan kepada Hakim Terlapor

[3.5] Bahwa Bahwa Pelapor Harjo Winoto telah mengajukan laporan

bertanggal 08 Januari 2024, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Laporan
atau Temuan Pelanggaran Elektronik (BRLTP) dengan Akta Registrasi Laporan
atau Temuan Pelanggaran (ARLTP) Nomor 05/MKMK/L/ARLTP/03/2024 pada
tanggal 8 Maret 2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut
(footnotes tidak dicantumkan):

I. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Permanen

A. Kewenangan Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Kembali/Sendiri
Obyek Putusan MKMK Ad-hoc

1. Prinsip utama dalam hubungan antar lembaga yudisial adalah
kewenangan/kompetensi absolut atau “kewenangan untuk menentukan
kewenangan”. Sebuah ungkapan yang menangkap esensi prinsip ini, dalam

praktik lembaga arbirase maupun lembaga peradilan internasional, adalah
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“‘who has the first bite of the cake” (atau siapa yang berwenang menentukan
ini kewenangan siapa?). Kewenangan/kompetensi absolut ini tertanam
mendalam (embedded in or inherent in) keberadaan/eksistensi suatu
lembaga yudisial baik itu di peradilan umum, peradilan militer, peradilan
agama, maupun peradilan tata usaha negara. Dalam konteks peradilan
Internasional seperti the International Court of Justice (“ICJ”) dan the
International Criminal Court (“ICC”), prinsip ini juga tercermin dan menjadi
dilema dalam penentuan “siapa yang berwenang menentukan ini
kewenangan siapa?” khusus untuk perkara mengenai “apakah suatu
kejadian/tindakan merupakan suatu kejahatan internasional? (yang terdiri
dari 4 kategori: kejahatan perang, kejahatan genosida, kejahatan agresi, dan
kejahatan melawan kemanusiaan)’. Dalam konteks sistem peradilan
arbitrase, isu yang sama juga muncul ketika para pihak tidak membuat “niat”
mereka dengan jelas dan rinci dalam perjanjiannya mengenai badan
penyelesai sengketanya, sehingga muncul situasi di mana, apakah suatu
badan yudisial, misalnya the International Chamber of Commerce,
berwenang untuk menentukan, terhadap perkara yang diajukan para pihak,
ia atau pengadilan perdata lain (misalnya peradilan umum nasional

Indonesia) yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, suatu pengadilan yang tingkatannya di
atas pengadilan lain (yaitu Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri
dan Mahkamah Agung terhadap Pengadilan Tinggi), dalam baik kamar
perdata, tata usaha negara, militer, maupun agama, juga mempunyai
kewenangan memperbaiki atau bahkan membatalkan suatu putusan dari
pengadilan di bawahnya. Pada praktiknya, yang melakukan perbaikan
penerapan hukum di dalam putusan adalah putusan pengadilan pada tingkat
banding, yakni putusan Pengadilan Tinggi. Jika Pengadilan Tinggi tidak
sependapat dengan putusan pemidanaan yang diputus oleh Pengadilan
Negeri, maka putusan tersebut dapat diperbaiki atau bahkan dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi, dan hukuman yang berlaku (misalnya dalam perkara
tindak pidana korupsi) adalah putusan yang ditetapkan oleh pengadilan

tinggi tersebut (sepanjang tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung).
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Dalam konteks tersebut, amar putusan Pengadilan Tinggi berbunyi

“...membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri...”

Meskipun dilema sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 2 di atas tidak
identik dengan dilema kewenangan yang sedang dihadapi MKMK Permanen
vs. MKMK ad-hoc, namun prinsip utamanya tetap berlaku, yaitu suatu badan
yudisial dapat menentukan “ia berwenang menentukan ini kewenangan
siapa”. Dalam perkara yang merupakan obyek Laporan ini, Pelapor
mendalilkan bahwa MKMK Permanen mempunyai kewenangan untuk
menentukan bahwa MKMK ad-hoc tidak berwenang untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus obyek pelaporan yang termuat dalam Putusan
MKMK ad-hoc Nomor 2/IMKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023,
4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023 (atau secara sendiri-sendiri
disebut juga Putusan No. 2, Putusan No. 3, Putusan No. 4, dan Putusan No.
5).

Selain itu, dengan bercermin pada sistem peradilan di lingkungan
Mahkamah Agung, maka MKMK Permanen juga berwenang membatalkan
dan/atau mengadili sendiri obyek laporan dalam Putusan No. 2 hingga No. 5
yang telah diputus oleh MKMK ad-hoc berdasarkan:

a. fakta/kejadian baru yang belum dipertimbangkan MKMK ad-hoc dalam
Putusan No. 2 hingga No. 5;

b. dasar/alasan permohonan yang berbeda (misalnya prinsip berbeda
(awalnya Prinsip Independensi, laporan baru menggunakan Prinsip
Kearifan) atau penerapan prinsip yang berbeda (awalnya Prinsip
Independensi, Penerapan 1 (tanpa prasangka), laporan baru

menggunakan Penerapan 2 (tentang menampilkan perilaku)); dan/atau
c. sanksi, jenis, dan berat sanksi yang dikenakan kepada hakim terlapor.

Berdasarkan uraian di atas, MKMK Permanen mempunyai kewenangan
untuk membatalkan dan memeriksa kembali setiap dan seluruh obyek
laporan dalam Putusan No. 2, 3, 4, dan 5.
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B. Kewenangan Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Obyek Laporan ini

6. Kewenangan MKMK Permanen timbul dari dan diatur dalam Pasal 1 ayat (4)
jo. Pasal 23 ayat (3) UU MK yang mengatur:

Pasal 1 ayat (4) (perubahan tahun 2014 dan 2020)

“Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi adalah perangkat yang
dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk
menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi.”"Pasal 1 ayat (4)
(sebelum perubahan tahun 2011)

“Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang
dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan
merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga
melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.”

Pasal 23 ayat (3)

“‘Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, huruf
g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi.”

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 27 huruf (a) ayat (8) diatur:

“Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi mempunyai wewenang untuk:
a. memanggil hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;”

7. Dengan merujuk pada sumber hukum di atas, maka MKMK Permanen
berwenang untuk menerima, mempelajari, dan menindaklanjuti Laporan ini
dengan tujuan utama menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi
serta meningkatkan kualitas putusan MKMK. Hukum materiil tentang kode
etik hakim konstitusi telah diundangkan pada tanggal 1 Desember 2006
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan
Perilaku Hakim Konstitusi. Sementara itu, hukum formil/acara tentang
pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi diundangkan
pada tanggal 02 Februari 2023 dalam bentuk peraturan perundang-
undangan, yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2023

tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka
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terhadap semua kejadian yang terjadi sebelum dibentuknya MKMK
Permanen (pada tanggal 02 Januari 2024) masih tercakup dalam jurisdiction
rationae temporis (atau kewenangan cakupan waktu) sebab hukum
materiilnya sudah berlaku terhadap kejadian dari tahun 2006 hingga
sekarang, hanya saja hukum formilnya berlaku untuk kejadian sejak tahun
2023.

Namun, tidak dapat dipungkiri, muncul pertanyaan-pertanyaan atas
serangkaian perubahan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah

Konstitusi, yaitu sebagai berikut.

a. Apa dasar/pertimbangan perubahan Pasal 1 ayat (4) yang semula
memberikan kewenangan kepada MKMK untuk memantau, memeriksa,
dan merekomendasikan sanksi tindakan terhadap hakim konstitusi

menjadi sekedar rumusan “untuk menjaga...”?

b. Apa dasar/pertimbangan Komisi Yudisial dikesampingkan dan
ditiadakan kewenangannya dalam proses perumusan kewenangan
MKMK, kriteria anggota MKMK, proses pemilihan anggota MKMK, dan

hukum formil/acara MKMK?
c. Apa dasar/pertimbangan anggota MKMK yang semula:

1) 5 orang terdiri dari 1 (satu) orang mantan hakim konstitusi; 1 (satu)
orang praktisi hukum; 2 (dua) orang akademisi yang salah satu
atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum; dan 1 (satu)
orang tokoh masyarakat, diubah menjadi

2) 5 orang terdiri dari. 1 (satu) orang hakim konstitusi; . 1 (satu) orang
anggota Komisi Yudisial; 1 (satu) orang dari unsur DPR; 1 (satu)
orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum; dan 1 (satu) orang hakim agung,
kemudian diubah menjadi

3) 3 orang terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang
anggota Komisi Yudisial, dan 1 (satu) orang akademisi yang
berlatar belakang di bidang hukum, kemudian terakhir diubah

menjadi
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10.

4) 3 orang terdiri dari 1 (satu) orang hakim konstitusi; 1 (orang) dari
unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang
memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari
partai politik manapun, dan 1 (satu) orang akademisi yang berlatar
belakang di bidang hukum melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-
XX/2022 (“Putusan 56”) tentang pengujian undang-undang Pasal 4
UUMK?

Kejanggalan di atas patut dipertanyakan oleh para ahli hukum terutama
karena jarak waktu antara Putusan 56 tahun 2022 berselang tidak jauh dari
Putusan 90 tahun 2023 dan kemudian berselang tidak jauh juga dari
pembentukkan MKMK Ad-hoc yang diketuai oleh Jimly Asshiddique.
Kronologi ini mengindikasikan adanya “penggelaran karpet merah” yang
diberikan untuk seorang tokoh masyarakat dengan kualifikasi memiliki
integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi
anggota dari partai politik manapun. Kualifikasi ini dalam penalaran wajar
mengecilkan pool calon anggota MKMK secara signifikan, terutama bila
dibandingkan dengan rumusan awal “1 (satu) orang tokoh masyarakat”. Hal
yang paling mencolok terkait kejanggalan tersebut adalah ditiadakannya
unsur hakim agung yang sejatinya merupakan sejawat profesi hakim
konstitusi. Padahal, 3 dari 9 hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah

Agung.
Kedudukan Hukum Pelapor

Dalam konteks laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi,
aspek kedudukan hukum Pelapor (atau disebut juga legal standing atau jus
standi) diatur dalam Pasal 1 ayat (8) jo Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023, yang
berbunyi sebagai berikut.

“Pelapor ... adalah perseorangan, kelompok orang, lembaga

atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung
dengan substansi yang dilaporkan.”

Patut dicatat bahwa penekanan Pasal 15 ayat (1) di atas ada pada kata
“atau” yang berarti Pelapor hanya perlu membuktikan 1 dari 4 kualifikasi
Pelapor secara kombinatorial untuk dikualifikasikan sebagai “Pelapor” dalam
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11.

12.

13.

14.

konteks Pasal 1 ayat (8) jo Pasal 15 ayat (1) PMK 1/2023. Dengan perkataan
lain, syarat pelapor dalam Pasal 15 ayat (1) bersifat alternatif, bukan
kumulatif.

II.1. Unsur “Perseorangan”

Sebagai seorang warga negara Indonesia yang terbukti dengan Kartu Tanda
Penduduk (“KTP”), Pelapor mempunyai hak dan kewaijiban turut serta untuk

penyelenggaraan Negara yang bersih.
I1.2. Unsur “Kelompok Orang”

Selain menjadi warga negara Indonesia, Pelapor juga adalah mitra pendiri
Firma Hukum Rahnoto & Rekan yang merupakan tempat bernaung para
advokat sejumlah lebih dari 1 orang; dan substansi Laporan ini mewakili

suara dan aspirasi hukum para advokat tersebut.
I1.3. Unsur “Organisasi”

Selanjutnya, selain sebagai warga negara dan advokat, Pelapor juga adalah
pemrakarsa bersama (co-founder) organisasi Amicus Constituere, yang
terdiri dari para praktisi konstitusi, wartawan senior, dan civitas akademika.
Suatu organisasi dicirikan dengan adanya “organ”, layaknya organ dalam
tubuh manusia, yang merupakan komponen penyusun dari tubuh yang utuh.
Organ-organ tersebut terdiri dari, diantaranya, pemrakarsa, pembina,
penasihat, pelaksana, dan anggota. Dalam organisasi Amicus, terdapat
pemrakarsa, pembina, penasihat, dan anggota. Dengan demikian, Pelapor
selaku pemrakarsa organisasi Amicus memenuhi kualifikasi unsur

“organisasi”.
I1.4. Unsur “Kepentingan Langsung”

PMK 1/2023 tidak menjelaskan frasa “kepentingan langsung”, namun ditinjau
dari putusan-putusan MKMK ad-hoc sebelumnya, terutama dalam Putusan
No. 2, 3, 4, dan 5, maka “kepentingan langsung” dapat dipahami melalui
pertimbangan berikut.

‘Bahwa karena PELAPOR adalah Warga Masyarakat yang secara

sekaligus adalah penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk
menjaga martabat dan marwah Mahkamah Konstitusi dalam
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15.

16.

rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka kedudukan hukum (legal
standing) sebagai PELAPOR dalam perkara ini adalah telah
memenuhi syarat ‘mempunyai kepentingan langsung dengan
substansi yang dilaporkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat
(8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi sebagai
berikut:”

Dalam Laporan ini, Pelapor adalah warga masyarakat dan fakta tersebut
sudah cukup membuktikan (self-evident) adanya kepentingan langsung

Pelapor terhadap substansi Laporan ini.

Terkait kedudukan  hukum  profesi advokat, MKMK ad-hoc
mempertimbangkan “kepentingan langsung” profesi advokat sebagai
berikut.

“Selanjutnya, status hukum PELAPOR sebagai penegak hukum
telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (“UU
Advokat”). Adapun bunyi Pasal a quo serta penjelasannya sebagai
berikut:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri
yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang — undangan:”

Penjelasannya:

“Yang dimaksud dengan ‘Advokat berstatus sebagai penegak
hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam
proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan
penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan Advokat
sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang
mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya
dalam menegakkan hukum dan keadilan”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia yang
merupakan hukum tertinggi bagi PELAPOR dalam menjalankan
profesinya sehari-hari dalam masyarakat juga telah mengatur
secara tegas bahwa PELAPOR tidak hanya berkewajiban dan
bertanggung jawab kepada klien dan dirinya sendiri, namun juga
memiliki tanggung jawab kepada pengadilan, negara atau
masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Alinea Ke-empat
Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang berbunyi sebagai
berikut:

“Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai
hukum tertinggi “Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia
adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang
menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban
kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam
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17.

18.

menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara
atau masyarakat dan dalam menjalankan profesi, yang menjamin
dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap
Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan
profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat
dan terutama kepada dirinya sendiri”. terutama kepada dirinya
sendiri”. Bahwa cetak tebal “pengadilan, negara atau masyarakat”
dalam kutipan tersebut di atas adalah penekanan atas kewajiban
yang mengikat bagi profesi PELAPOR sebagai penegak hukum
untuk turut berperan aktif dalam menjaga tegaknya hukum yang
berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk dalam
hal ini ikut berperan aktif dalam menjaga martabat dan marwah
lembaga Pengadilan...”

Terkait kedudukan hukum suatu “organisasi”, MKMK ad-hoc tidak pernah
menguraikan kriteria  maupun menerapkan kriteria tersebut terhadap
“organisasi’ yang mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim
konstitusi. Namun, fakta bahwa Amicus adalah suatu organisasi, yang dalam
bahasa Indonesia berarti Sahabat Konstitusi; tujuan utamanya adalah
mengembalikan marwah MK dan sekaligus kualitas putusan MKMK;
kegiatannya sesuai dengan dan mengikuti tujuan tersebut, yaitu diantaranya
menjalankan podcast, melakukan diskusi tematik tentang MK maupun
MKMK, membuktikan Amicus, sebagai organisasi, mempunyai “kepentingan

langsung” dengan substansi yang dilaporkan.
Filsafat Etika dan Pengaruhnya Kepada Etika Hakim Konstitusi

Sebelum menguraikan laporan yang bentuk dan sifatnya cenderung teknis,
Pelapor menilai penting untuk membahas diskursus etika dari akarnya, yaitu
filsafat. Setelah mempelajari 21 pelaporan yang kemudian ditindaklanjuti
dengan 4 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ad-hoc
(“MKMK Ad-hoc”), serta mencermati perkembangan komentar dan pemikiran
di kalangan masyarakat luas. menjadi jelas bahwa diskursus etika yang
dibahas cukup dangkal dan cenderung menjadi “gimmick” politik, terutama
dalam debat calon dan wakil presiden dan tanggapan netizen di media
sosial, hingga isu pemakzulan Presiden. Padahal, diskursus etika dapat
dikatakan sebagai penanda utama peradaban kemanusiaan, yang umurnya
sudah ratusan tahun, dihantam berkali-kali dengan argumen oleh ramai
cendekiawan, ditempa dalam perapian suhu tinggi, dan lintas peradaban.
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19. Tentunya sebagai forum yang mengadjudikasi Laporan ini, MKMK

Permanen atau MKMK yang berkarakter quasi-yudisial (bukan Pengadilan,
bukan juga badan pengawas internal, bukan juga sekedar forum pembelaan
diri hakim terlapor layaknya Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah
Agung) mau tidak mau harus mengikuti hukum formil/acara dan hukum
substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh
karena itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum
formil/acara tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berlaku
berdasarkan tempus/waktu kejadian (“PMK 1/2023”). Terutama dikarenakan
obyek laporan ini adalah perilaku hakim konstitusi yang diukur,
disandingkan, dan ditimbang dengan kode etik, maka hukum materiil
tersebut adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006
tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
Sapta Karsa Hutama (atau disebut juga "PMK 9/2006” atau “Sapta Karsa
Hutama” atau “Kode Etik Hakim”). Kendatipun demikian, Sapta Karsa
Hutama merupakan suatu aturan yang rumusannya jauh lebih
“‘longgar”/elusive dibandingkan suatu rezim hukum definitif seperti hukum
pidana (yang perumusan tindak pidana yang dilarang jelas dan tegas
tercermin dari uraian anasirnya). Dalam memahami, memaknai, dan
menerapkan Sapta Karsa Hutama, kita tidak dapat lepas dari pemikiran-
pemikiran abstrak filsuf tentang hakikat manusia sebagaimana dikutip dalam
bagian Pembukaan dalam Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia
tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia
“Penyusunan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ini merujuk kepada
“The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002” (“Bangalore
Principles”). Dalam proses perumusan Bangalore Principles, para juris dan
hakim dari berbagai tradisi hukum, agama, dan kebudayaan bertukar pikiran
untuk merumuskan intisari dari prinsip-prinsip etika seorang hakim. Bahan-
bahan yang menjadi sumber Bangalore Principles adalah kode etik nasional
dan instrumen hukum internasional. Sebagai tindak lanjut dari pemaktuban
prinsip-prinsip kode etik hakim tersebut, United Nations Office on Drugs and

Crime memfasilitasi pertemuan anggota-anggota Judicial Integrity Group
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21.

22.

yang menghasilkan Commentary on the Bangalore Principles of Judicial
Conduct (“Commentary on Bangalore Principles”) yang memuat komentar,
wejangan, pengalaman, dan kutipan putusan mahkamah konstitusi dari
berbagai negara. Akar bahan sumber/source material tentang etika adalah
pemikiran pemrakarsa diskursus tersebut 200 tahun lalu, yaitu Immanuel
Kant, pemikiran mana tertuang dalam “Lectures on Ethics”.

Sebagai pijakan sumber hukum materiil di Indonesia tentang kode etik hakim
konstitusi, kita merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor
09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku
Hakim Konstitusi (atau disebut juga “Sapta Karsa Hutama”) yang meletakkan
7 pondasi bangunan kode etik hakim, yaitu:

a. Kemerdekaan/independensi

b. Ketakberpihakan

c. Integritas

d. Kepantasan dan Kesopanan
e. Kesetaraan

f. Kecakapan dan Keseksamaan
g. Kearifan dan Kebijaksanaan

Namun kata-kata di atas hanyalah “hitam di atas putih” bila tidak dimaknai
secara utuh, diuji dengan tuntas, dan diterapkan dalam peristiwa-peristiwa
konkrit. Salah satu metode untuk memaknai kata-kata secara utuh adalah
melalui pembacaan utuh dan rinci teks Bangalore Principles, Commentary
on Bangalore Principles, dan menyelami alam pemikiran Immanuel Kant

tentang etika.
ll.1. Penatua serta Saudara Kandung dan Tiri dari Etika

Sebelum menyelami alam pemikiran Kant, kita perlu mengamati dari jauh
(zoom out) konteks pemikiran dia. Dalam Lecture on Ethics, bab tentang
Etika, ia menggunakan, dalam sub-judulnya, kata-kata kunci sebagai berikut:
“agama alamiah” (Natural Religion), “kekeliruan agama” (Errors of Religion),
“kepercayaan dalam Tuhan dan konsep iman” (Trust in God and the Concept
of Faith), “tanggung jawab kepada diri sendiri” (Duties to Oneself), “nurani”

(Conscience), “kasih terhadap diri sendiri” (Self-Love), martabat diri (Self-
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Respect), “kemahiran atas diri sendiri” (Self-Mastery), “persahabatan”
(Friendship), “tugas yang didiktekan oleh keadilan” (Duties Dictated by
Justice), “balas dendam” (Vengeance), “pemfitnahan” (The Slander), tugas
etika terhadap orang lain: kejujuran (Ethical Duties Towards Others:
Truthfulness), kecemburuan dan keturunannya --- keirian dan dendam
(Jealousy and its Offspring --- Envy and Grudge). Sekilas, cukup jelas
konsep etika dalam alam pikiran Kant berkaitan erat dan tidak dapat
dilepaskan dari beberapa sub-topik di atas.

23. Di puncak “piramida” terduduk konsep moralitas dengan salah satu sub-
bagiannya etika. Agama alamiah/natural religion seharusnya, dengan tegas,

menjadi bagian dari moralitas. Kant menyatakan:

“Natural religion is no rule of morality. Religion is morality applied to
God. It is ethics applied to theology. What knowledge of God, and
therefore what theology ought to be made the basis of natural
religion?”.

Terjemahan bebasnya:

“‘“Agama alamiah bukan merupakan aturan moral. Agama adalah
moralitas yang diterapkan/diamalkan kepada Tuhan. Yang diterapkan
kepada teologi adalah etika. Pengetahuan Tuhan yang mana, dan oleh
karena itu teologi mana yang seyogianya dijadikan dasar dari agama
alamiah?”

24. Selanjutnya, di halaman vyang sama, Kant mengelaborasikan

hubungan/relasi antara “moralitas”, “agama”, dan “etika”:

“Natural religion is practical. It includes natural knowledge of our duties
in respect of the Supreme Being. Accordingly, religion is the
combination of ethics and theology, and religion without morality is an
impossibility

Nevertheless, there exist religions which are devoid of morality, and
there are human beings who think they possess a religion though
they have no morality”

Terjemahan bebasnya:

“Agama alamiah itu praktis. la meliputi pengetahuan alamiah tentang
tugas-tugas kita terkait Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, agama
adalah kombinasi dari etika dan teology, dan agama tanpa moralitas
adalah suatu kemustahilan.
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Namun, terdapat agama-agama yang hampa/kosong dengan
moralitas, dan ada manusia-manusia yang berpikir mereka
mempunyai agama walaupun mereka tidak mempunyai moralitas”.

25. Salah satu komponen etika Kant yang relevan dengan situasi dalam Laporan
ini adalah martabat diri yang pantas/proper self-respect. Berikut kutipannya:

“Humility, on the one hand, and true, noble pride on the other, are
elements of proper self-respect; shamelessness is its opposite. We
have reason to have but a low opinion of ourselves as individuals, but
as representatives of mankind we ought to hold ourselves in high
esteem. In the light of the law of morality, which is holy and perfect, our
defects stand out with glaring distinctness and on comparing ourselves
with this standard of perfection we have sufficient cause to feel humble.
But if we compare ourselves with others, there is no reason to have a
low opinion of ourselves.”

“A low opinion of oneself in relation to others is no humility; it is a sign
of a little spirit and of a servile character. To flatter oneself that this is
virtue is to mistake an imitation for the genuine article; it is monk’s
virtue and not at all natural; this form of humility is in fact a form of
pride. There is nothing unjust or unreasonable in self-esteem; we do
no harm to another if we consider ourselves equal to him in our
estimation.”

“No one can demand of me that | should humiliate myself and value
myself less than others; but we all have the right to demand of a man
that he should not think himself superior.”

Terjemahan bebasnya:

“Kerendahan hati, di satu sisi, dan kebanggaan yang benar dan mulia,
di sisi lain, merupakan komponen dari marbatat diri; ketidak-tahu-
maluan merupakan lawannya. Kita mempunyai alasan untuk
mempunyai alasan yang rendah tentang diri kita sebagai individu,
namun sebagai bagian dari umat manusia kita seyogianya harus
menempatkan diri dalam martabat yang tinggi. Terhadap sinar cahaya
hukum moralitas, yang suci dan sempurna, kecacatan kita kelihatan
secara terang-benderang dan terhadap perbandingan kita dengan
standar kesempurnaan ini, kita mempunyai sebab yang cukup untuk
merasa rendah hati. Namun, jika kita membandingkan diri kita dengan
orang lain, tidak ada alasan untuk mempunyai pendapat yang yang
rendah tentang diri kita sendiri.”

“Pendapat yang rendah tentang diri sendiri dalam kaitannya dengan
orang lain bukan merupakan kerendahan hati; itu merupakan tanda
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26.

27.

dari semangat yang kecil dan karakter kepatuhan berlebihan.
Menyanjung diri sendiri bahwa ini adalah kebajikan sama saja dengan
salah paham bahwa imitasi adalah hal yang sesungguhnya”

“Tidak ada seorangpun yang dapat menuntut dariku untuk
mempermalukan diri saya sendiri dan menilai diri saya lebih rendah
daripada orang lain; akan tetapi, kita semua mempunyai hak untuk
menuntut seorang manusia untuk tidak berpikir bahwa dia itu
superior/lebih baik.”

ll1.2. Etika Immanuel Kant: hypothetical vs categorical imperatives

Kontribusi paling penting dari Immanuel Kant (atau disebut juga “Kant”)
adalah teori moral deontology, yang menghakimi suatu tindakan
berdasarkan apakah tindakan tersebut taat pada aturan yang sahih
ketimbang hasil/outcome dari tindakan tersebut. Menurut teori Kant tersebut,
jlka Anda menaati suatu aturan moral yang sahih, semisal “jangan
berbohong” dan penaatan tersebut berujung pada diciderainya seseorang,
maka Anda tetap dinyatakan telah berbuat benar. Deontology telah
menempati posisi “tiga besar’ dari bingkai moral/moral frameworks dalam
tradisi Barat bersama-sama dengan etika kebajikan/ virtue ethics
(berdasarkan pemikiran Aristoteles) dan consequentialism (tercermin oleh

utilitarianism).

Kant menarik garis pembeda antara perintah/commands, atau imperatives,
yang menuntun cara bertindak kita. Satu tipe/contoh adalah imperative
hipotetis/hypothetical imperatives. Sebagai satu contoh hypothetical
imperatives:

“Jika Anda berkehendak untuk naik bus tepat waktu pada pukul 17.05,

maka Anda harus berangkat pada pukul 17.00.” (dengan asumsi waktu
tempuh rata-rata 5 menit)

Namun, Kant percaya bahwa hypothetical imperatives diatas tidak dapat
menjadi dasar moralitas, sebab moralitas harus mengikat kita untuk
bertindak tanpa syarat dan terlepas dari tujuan akhir yang ingin kita
capai. Oleh karena itu, seseorang yang mengikuti hypothetical

imperatives demi mencapai tujuan akhir seperti hasrat mereka atau

36


www.mkri.id

untuk menghindari hukuman adalah orang yang tidak bertindak
berdasarkan moralitas.

28. Kant mengontraskan hypothetical dengan categorical imperatives, yang
mengikat kita tanpa syarat/unconditionally tak peduli apa tujuan akhirnya. la
mendalilkan bahwa moralitas harus dibuat dalam categorical imperatives,
karena hal tersebut merupakan aturan satu-satunya yang mampu
memberikan moralitas keharusan tanpa syarat/unconditional necessity.
Selanjutnya, dikarenakan kita (manusia) merupakan agen rasional, kita
adalah pengarang dan sekaligus subyek dari hukum moral dan etika.
Dengan demikian, Kant mengatakan setiap orang — setiap makhluk rasional
— adalah tujuan akhir itu sendiri, dan bukan sebagai alat/instrumen untuk
digunakan secara sewenang-wenang oleh kehendak ini atau itu”. Berikut
kutipan asli pemikiran Kant dalam bahasa Inggrisnya (terjemahan dari
Bahasa Jerman ke Inggris):

UNIVERSAL PRACTICAL PHILOSOPHY 15

To each of the three types of imperative there is a corre-
sponding type of good, the objective determination of
which is in each case expressed in the corresponding
imperative :

1. Bonitas problematica. This follows from the I'mpera-
livus problematicus which says that a thing is good as a
means to some optional end.

2. Bonitas pragmatica. This corresponds to the prag-
matic imperative, the imperative of the judgment of
prudence, which expresses the necessity of an action as
a means to our happiness. Here the end is determinate,
and therefore, although the determination of action is
conditional, the condition is of absolute and of universal
validity.

3. Bonitas moralis. This is expressed in the ethical
imperative, which asserts the goodness of an action in
and for itself. Ethical necessitation is therefore cate-
gorical and not hypothetical, constituted as it is by the
absolute goodness of the free act,

29. Dengan perkataan lain yang dicapai melalui metode deduksi, categorical
imperatives menyatakan sesuatu tindakan yang menjadikan seorang
manusia sebagai alat/instrumen demi mencapai tujuan akhir adalah tindakan
tidak bermoral dan oleh karenanya juga tidak beretika. Ungkapan lazim yang
sering kita dengar “the end justifies the means” adalah ungkapan yang
bertentangan dengan categorical imperatives.
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111.3. Etika dalam Kode Etik Hakim

30. Pertama, patut dicatat bahwa Sapta Karsa Hutama menyalin dari dan
mentransliterasikan teks asli Bangalore Principles dengan modifikasi minor
(yaitu penambahan prinsip kearifan dan kebijaksanaan dalam Sapta Karsa
Hutama). Kedua, Bangalore Principles hanya dapat dipahami secara utuh
dan rinci bila disandingkan dengan Commentary on Banglore Principles.

31. Pada bagian tujuan umumnya, Bangalore Principles berbunyi:

“The Following Principles are intended to establish standards for
ethical conduct of judges. They are designed to provide guidance to
judges and to afford the judiciary a framework for regulating judicial
conduct. They are also intended to assist members of the executive
and the legislature, and lawyers and the public in general, to better
understand and support the judiciary. These principles presuppose
that judges are accountable for their conduct to appropriate institutions
established to maintain judicial standards, which are themselves
independent and impartial, and are intended to supplement and not to
derogate from existing rules of law and conduct which bind the judge.”

Terjemahan bebasnya:

“Prinsip-Prinsip Berikut dimaksudkan untuk menetapkan standar bagi
perilaku etis para hakim. Mereka dirancang untuk menyediakan
panduan bagi para hakim dan untuk memampukan sistem pengadilan
suatu bingkai pengaturan perilaku yudisial (atau hal-hal yang berkaitan
dengan pengadilan atau hukum). Prinsip-prinsip ini mempersyaratkan
bahwa para hakim bertanggung jawab atas perilaku mereka terhadap
institusi yang sesuai yang dibangun untuk mempertahankan standar
yudisial, hakim mana adalah merdeka dan tidak berpihak, dan
dimaksudkan untuk melengkapi dan bukan mengurangi/merendahkan
aturan-aturan hukum dan perilaku yang sudah ada, yang mengikat
hakim tersebut.”

32. Selanjutnya, Bangalore Principles juga menimbang 1 prinsip umum dan 1

sumber hukum primer (yang telah Indonesia ratifikasi), yakni:

“Whereas the Universal Declaration of Human Rights recognizes as
fundamental the principle that everyone is entitled in full equality to a
fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the
determination of rights and obligations and of any criminal charge.”

“WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights
guarantees that all persons shall be equal before the courts, and that
in the determination of any criminal charge or of rights and obligations
in a suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a
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34.

fair and public hearing by a competent, independent and impartial
tribunal established by law.”

Terjemahan bebasnya:

“‘Menimbang bahwa Deklarasi Universal atas Hak Asasi Manusia
mengenal sebagai suatu hal yang fundamental prinsip bahwa setiap
orang berhak atas keadilan penuh atas sidang yang adil dan terbuka

oleh pengadilan yang merdeka dan tidak berpihak, dalam penentuan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan tuntutan pidana

‘“MENIMBANG bahwa Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil
dan Politik menjamin bahwa setiap orang seyogianya setara di
hadapan pengadilan-pengadilan, dan dalam penetentuan tuntutan
pidana atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam penuntutan
hukum, setiap orang berhak atas, tanpa penundaan yang tidak
semestinya, sidang yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang cakap,
merdeka, dan tidak berpihak sebagaimana ditetapkan oleh hukum.”

Merujuk pada kutipan di atas, kita dapat memaknai Sapta Karsa Hutama
sebagai sebentuk kewajiban yang mengikat hakim d